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ABSTRACT

The development of digital technology has transformed the pattern of public
communication within government institutions, particularly in managing negative
issues on social media. Kantor Pertanahan Kota Admnistrasi Jakarta Selatan faces
various communication challenges, including public service complaints, allega-
tions of maladministration, and misinformation regarding the Electronic Land Cer-
tificate program. These conditions have made social media a strategic platform
with the potential to influence the institution's reputation. Therefore, this study aims
to analyze the Public Relations communication strategy in detecting negative is-
sues, examine content planning and digital message development, and identify the
supporting and inhibiting factors in managing issues on social media.

This study employed a descriptive qualitative approach with a case study
strategy. Data were collected through in-depth interviews, observation of the
@kantahkotajakartaselatan Instagram account, and analysis of internal docu-
ments. Informants were selected using purposive sampling and consisted of the
Head of the Administrative Subdivision, the Public Relations Coordinator, and the
social media administrator. Data were analyzed using the interactive model of
Miles, Huberman, and Saldaria, while data validity was ensured through triangu-
lation and member checking.

The findings indicate that issue detection is carried out through the imple-
mentation of the ATR/BPN Strategic Communication (STRAKOM) guidelines
adapted to the local context, daily monitoring of social media, the Online Com-
plaint Application (OCA), SP4N-LAPOR!, and formal complaint channels. Content
planning is focused on educating the public about land services by utilizing more
than 100 daily complaints submitted through OCA as a source of content ideas.
Supporting factors include trust between leaders and the communication team, ad-
equate budget and infrastructure, and the digital records provided by OCA and
SP4N-LAPOR!, while the main obstacles are limited human resources, the absence
of written Standard Operating Procedures (SOPs), and negative public perceptions
of the National Land Agency (BPN).

Keywords: digital communication strategy, negative issue management, social
media, government public relations, land office, ATR/BPN Strategic Communi-
cation (STRAKOM), issue management.
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat dalam
sepuluh tahun terakhir telah mengubah secara mendasar cara pemerintahan
beroperasi, menggeser paradigma pelayanan publik dari model birokrasi kaku
menuju e-government yang partisipatif. Di era pelayanan publik yang
mengedepankan konsep industri 4.0, pemerintah dituntut untuk mampu
menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dengan membuka saluran
komunikasi yang transparan dan partisipatif. Era ini ditandai oleh integritas
teknologi digital cerdas dalam proses produksi untuk membangun "pabrik cerdas"
yang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan fleksibilitas melalui penerapan
otomatisasi berbasis kecerdasan buatan dan pertukaran data secara real-time,
transformasi digital dalam industri dapat meningkatkan efisiensi operasional,
produktivitas, serta fleksibilitas proses produksi (Pratama dkk. 2022). Hal ini
sejalan dengan meningkatnya akses internet di Indonesia yang berpengaruh dalam
membentuk pola pikir, perilaku, budaya, dan interaksi sosial di masyarakat modern.
Lembaga pemerintah yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan digital
ini berpotensi kehilangan relevansi dan kepercayaan masyarakat, terutama di area
penting yang berhubungan langsung dengan hak-hak dasar warganya (Nugraha,
2018).

Dalam suatu instansi pemerintahan, fungsi hubungan masyarakat (humas)
merupakan garda terdepan dalam pelaksanaan komunikasi publik serta
penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Namun dalam penelitian Lani &
Handayani (2021) menyebutkan bahwa peran humas di lembaga pemerintah saat
ini tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi satu arah, tetapi sudah
berkembang menjadi bagian dari manajemen strategis. Dalam era informasi yang
penuh disrupsi, humas memiliki peranan penting dalam mengembangkan opini
masyarakat, menjaga reputasi, dan membangun kepercayaan antara negara dengan
rakyatnya. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence/Al
turut mengubah lanskap kerja humas pemerintahan, di mana pemanfaatan Al kini

memungkinkan analisis sentimen publik secara real-time, otomatisasi distribusi



informasi, mengotomatisasi banyak proses kreatif, mempercepat waktu
produksi, dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas (Alam
& Haikal, 2024). Adanya strategi komunikasi yang mumpuni merupakan
keharusan, mengingat masyarakat sekarang mempunyai kekuatan untuk memantau
dan mengkritik tindakan pemerintah secara langsung melalui platform media sosial.
Ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi publik dapat menimbulkan
konsekuensi serius, mulai dari munculnya pandangan negatif hingga meningkatnya
ketidakpuasan masyarakat yang dapat mengancam kestabilan dalam pelayanan.
Strategi komunikasi adalah suatu rencana terstruktur yang dirancang untuk
menyampaikan pesan kepada audiens dengan tujuan tertentu (Stefani Nurul Husna
& Eceh Trisna Ayuh, 2025). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan
oleh Febriandy & Wahyutama (2025) yang mengungkapkan bahwa dalam konteks
tersebut, strategi komunikasi publik menjadi instrumen penting dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur, persyaratan, biaya, dan
kebijakan layanan pertanahan. Namun, realitas menunjukkan bahwa pengelolaan
komunikasi publik pemerintah seringkali gagap dalam menghadapi krisis yang
muncul dari media sosial. Fenomena "no viral no justice" mengindikasikan adanya
sumbatan komunikasi pada saluran formal, sehingga masyarakat memilih
menumpahkan kekecewaan mereka secara terbuka di media sosial. Menurut
Irhamdhika dkk (2025), bagi instansi pelayanan publik, kegagalan dalam
mendeteksi dan merespons sentimen negatif ini dapat memicu krisis kepercayaan
yang serius. Humas dituntut memiliki kepekaan krisis (crisis sensitivity) untuk
memitigasi isu sebelum berkembang menjadi konflik terbuka yang merugikan.
Sektor pertanahan di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling
rentan terhadap konflik dan sengketa karena menyangkut aset ekonomi yang
bernilai tinggi. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menghadapi tantangan komunikasi yang kompleks, mulai dari isu
mafia tanah, sengketa kepemilikan, hingga tumpang tindih lahan amat diperlukan
guna membantu penyelesaian sengketa pertanahan secara permanen (Septiyanto
dkk. 2023). Dalam kompleksitas masalah ini menuntut strategi komunikasi yang
presisi agar informasi yang sampai ke masyarakat tidak bias dan memicu

kegaduhan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ruslan 2008:16 dalam (Sandry &



Soelistyowati, 2025) bahwa humas BPN adalah sebuah disiplin ilmu dan seni yang
harus mampu menjadi jembatan informasi yang valid melalui upaya komunikasi
yang efektif dengan stakeholder organisasi di tengah simpang siur isu pertanahan.

Menurut Irvan dkk (2014), masalah pertanahan merupakan isu yang rumit dan
sensitif sehingga Kementerian ATR/BPN mendorong kebijakan digitalisasi sebagai
wujud good governance untuk memulihkan kepercayaan publik. Namun, fakta di
lapangan menunjukkan isu negatif tidak hanya terkait layanan digital, melainkan
juga proses penyelesaian berkas, ketidakpastian waktu layanan, prosedur yang
rumit, serta dugaan maladministrasi dan praktik pungutan liar yang memicu
ketidakpercayaan masyarakat. Permasalahan tersebut menjadi semakin berbelit-
belit dan menjadi konsumsi publik lewat media. Oleh karena itu, media sosial
menjadi faktor penting dalam mentransformasi sebuah isu menjadi krisis Public
Relations.

Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki karakteristik
wilayah yang unik dan kompleks dibandingkan wilayah lain. Sebagai wilayah urban
dengan nilai aset tanah yang sangat tinggi, setiap sengketa atau ketidakpuasan
layanan memiliki potensi besar viralitas yang jauh lebih besar dibandingkan
wilayah lain. Masyarakat di wilayah ini cenderung lebih kritis dan melek digital
kerap menjadikan media sosial sebagai alat untuk memprotes layanan yang
dianggap lambat dan tidak transparan, sehingga menuntut standar pelayanan dan
transparansi yang prima (Muhammad dkk., 2024). Gambaran Faktual dinamika
tersebut dapat dilihat pada konflik agraria terkait sengketa lahan dan penggusuran
di Pancoran (Jakarta Selatan) yang baru saja bentrok pada awal 24 Februari 2021,
yang mendorong warga dibantu mahasiswa untuk membuat kanal advokasi melalui
akun instagram @forumpancoranbersatu (Mamahit & Pratiwi, 2022). Selain
daripada itu keluhan masyarakat juga membanjiri kolom komentar postingan dalam
akun resmi kantor (@kantahkotajakartaselatan, contohnya pada tanggal 25 Februari
2026  terdapat komentar negatif yang menyatakan bahwa  akun
(@kantahkotajakartaselatan yang mempertanyakan kredibilitas akun tersebut.

Pengelolaan isu-isu negatif (negative issue management) di era digital
menuntut pendekatan yang berbeda dari sekadar fungsi kehumasan konvensional.

Tantangan terbesar saat ini bukan hanya memberikan informasi, melainkan



bagaimana merespons hoaks, ujaran kebencian, dan persepsi miring terkait mafia
tanah yang sering kali dialamatkan kepada BPN. (Amelita dkk., 2024). Dalam
konteks ini, divisi humas memerlukan strategi komunikasi digital yang lebih adaptif
dan responsif yaitu menggunakan strategi yang dominan diantaranya corrective
action, defeasbilitu, good intentions, dan bolstering. Strategi-strategi ini dipilih
untuk meredakan krisis, meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi, dan
membangun kembali kepercayaan masyarakat. Karena kegagalan dalam mengelola
isu negatif ini tidak hanya berdampak pada citra, tetapi juga dapat menghambat
partisipasi masyarakat dalam program strategis pertanahan nasional (Febriandy &
Wahyutama, 2025)

Terdapat sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji strategi humas
pemerintah dalam menanggulangi disinformasi. Penelitian oleh Amelita dkk (
2024) berjudul "Peran Kementerian Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat
Ekonomi dalam Mengatasi Hoaks di Media Sosial" Studi ini menggunakan
pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis bagaimana
Biro KLIP mengelola isu melalui tahapan pemantauan, identifikasi, hingga
klarifikasi publik yang terbukti efektif dalam meredam penyebaran hoaks. Namun
demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena bergantung pada data
retrospektif kasus tahun 2021 akibat tidak ditemukannya isu hoaks baru selama
periode observasi berlangsung, serta mengungkapkan adanya kendala internal
berupa ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku dan spesifik
terkait pengelolaan penanganan hoaks di instansi tersebut.

Meskipun urgensi pengelolaan media sosial pemerintah telah banyak dibahas,
terdapat kesenjangan (gap) empiris dalam penelitian-penelitian terdahulu.
Mayoritas studi sebelumnya lebih banyak menyoroti strategi humas pemerintah
daerah secara umum atau fokus pada aspek teknis hukum layanan digital. Masih
sedikit penelitian yang secara spesifik membedah strategi komunikasi digital
Humas Kantor Pertanahan dalam pengelolaan isu-isu negatif di wilayah urban.
Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengeksplorasi
peran ganda media sosial di BPN yaitu sebagai kanal informasi sekaligus

mekanisme pengelolaan isu-isu negatif.



Penelitian ini menjadi sangat penting mengingat di tengah transformasi
digital layanan pertanahan, seperti pemberlakuan Sertipikat Tanah Elektronik yang
sering disalahartikan oleh publik. Ketidaktahuan masyarakat sering kali
dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan isu negatif
bahwa "tanah elektronik tidak aman", yang dapat menggagalkan program prioritas
nasional (Putra & Winanti, 2024). Dalam konteks ini, peran strategi komunikasi
digital di Kantor Pertanahan Jakarta Selatan menjadi benteng terakhir untuk
meluruskan disinformasi tersebut. Jika isu-isu negatif ini dibiarkan tanpa strategi
pengelolaan yang terukur, resistensi masyarakat terhadap modernisasi layanan
pertanahan akan semakin mengeras. Oleh karena itu, memahami strategi
pengelolaan isu ini bukan hanya kebutuhan akademis, tetapi kebutuhan praktis
untuk menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi di tubuh BPN.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan kompleksitas masalah, penelitian ini
akan berusaha menggali secara mendalam "bagaimana" dan "mengapa" strategi
tertentu dipilih oleh Humas dalam menghadapi tekanan isu negatif dan menjaga
citra instansi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat judul
"Peran Strategi Komunikasi Digital Dalam Pengelolaan Isu-Isu Negatif Pada
Media Sosial Kantor Pertanahan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan". Hal ini diajukan sebagai representasi akurat dari upaya menjawab
tantangan komunikasi kontemporer tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan tidak
hanya memberikan kontribusi teoritis bagi ilmu komunikasi pemerintahan, tetapi
juga menghasilkan rekomendasi model penanganan krisis digital (digital crisis

handling) yang dapat diadopsi oleh kantor pertanahan lain di seluruh Indonesia.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan masalah penelitian sebagai
berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas dalam
mendeteksi potensi isu negatif atau sentimen publik yang berkembang di
media sosial?

2. Bagaimana proses perencanaan konten dan pengemasan pesan digital yang
dilakukan oleh Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan publik?



3.

Apa saja faktor pendukung dan hambatan internal maupun eksternal yang
dihadapi Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

dalam mengelola isu-isu negatif?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari

penelitian ini adalah untuk:

a.

Menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Humas dalam
mendeteksi potensi isu negatif atau sentimen publik yang berkembang di
media sosial

Menganalisis proses perencanaan konten dan pengemasan pesan digital
yang dilakukan oleh Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Selatan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan publik.
Menganalisis faktor pendukung dan hambatan internal (birokrasi, SOP,
kompetensi SDM) maupun eksternal (karakteristik warganet, kecepatan
arus informasi) yang dihadapi Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi

Jakarta Selatan dalam mengelola isu-isu negatif.

D. Kegunaan Penelitian

a.

b.

Diharapkan penelitian ini memberikan manfaat berupa:

Manfaat Akademis

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkaya literatur Ilmu
Komunikasi dan modernisasi administrasi pertanahan, khususnya terkait
strategi pengelolaan isu di kantor pertanahan.
Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini berfungsi sebagai bahan evaluasi

strategis bagi Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
dalam mengoptimalkan pengelolaan media sosial yang responsif terhadap
dinamika masyarakat urban. Rekomendasi yang dihasilkan dapat dijadikan
acuan operasional untuk meningkatkan efektivitas diseminasi informasi
serta penanganan keluhan masyarakat guna meminimalisasi potensi eskalasi

konflik pertanahan secara dini.



c. Manfaat Sosial

Secara sosial, dengan teridentifikasinya strategi komunikasi yang
efektif dalam pengelolaan isu negatif di Kantor Pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Selatan, penelitian ini secara tidak langsung
berkontribusi membantu memperbaiki hubungan kepercayaan antara
masyarakat dan kantor pertanahan melalui rekomendasi komunikasi yang
lebih transparan, responsif, dan mudah dipahami. Hasil penelitian ini dapat
mendorong warga memperoleh informasi layanan yang jelas (alur, waktu,
biaya resmi, dan kanal pengaduan), sehingga mengurangi misinformasi,

kecurigaan terhadap pungli/calo, serta eskalasi keluhan di media sosial.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian penelitian, bagian ini
menyajikan kesimpulan dan saran yang disusun berdasarkan temuan mengenai
strategi komunikasi Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
dalam mengelola isu negatif di media sosial.. Kesimpulan disusun untuk menjawab
rumusan masalah penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan saran diberikan sebagai
masukan bagi pengembangan praktik komunikasi kehumasan di bidang pertanahan

maupun penelitian selanjutnya.

1. Strategi Komunikasi Humas dalam Mendeteksi Potensi Isu Negatif dan
Sentimen Publik di Media Sosial
Strategi komunikasi Humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi
Jakarta Selatan dalam mendeteksi potensi isu negatif dan sentimen publik
dilaksanakan melalui tiga lapisan mekanisme yang mengacu pada pedoman
STRAKOM kementerian namun disesuaikan dengan konteks lokal Jakarta
Selatan, disertai proses seleksi konten berbasis risiko sebelum konten
dipublikasikan. Selanjutnya merupakan pemantauan aktif berbasis rutinitas
personal, yakni identifikasi sinyal awal isu yang dilakukan secara manual
namun konsisten setiap hari melalui pembacaan pola percakapan pada kolom
komentar, Direct Message (DM), mention, Omni Communication Assistant
(OCA), dan SP4N-LAPOR!. Dan yang terakhir adalah pengelolaan kanal
pengaduan formal sebagai sistem deteksi paralel yang terstruktur. Meskipun
ketiga lapisan ini belum tersistemasi secara formal dalam SOP tertulis,

ekosistem deteksi yang terbentuk terbukti efektif, ditandai oleh tidak pernah

112



terjadinya kesalahan yang mengakibatkan krisis komunikasi yang bersumber
dari konten yang di unggah tim humas selama ini.

2. Perencanaan Konten dan Pengemasan Pesan Digital dalam Memastikan
Relevansi dengan Kebutuhan Publik

Tim humas Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan

memposisikan media sosial sebagai sarana edukasi dan pelayanan informasi
untuk masyarakat, bukan sekedar formalitas publikasi kegiatan seremonial.
Pola pertanyaan yang masuk melalui OCA dengan volume lebih dari 100 aduan
per hari dimanfaatkan sebagai sumber ide konten yang paling akurat. Pesan
dikemas dengan bahasa sederhana, menghindari istilah teknis, sementara
subtansi informasi tetap dijaga akurasinya, Di tengah tekanan target
STRAKOM yang tinggi, tim humas konsisten memprioritaskan kualitas dan
relevansi informasi di atas capaian kuantitatif. Dalam tersebut keberadaan Al
digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efisiensi produksi konten
tanpa menggantikan pertimbangan profesional pengelola dalam menentukan
topik dan memuverifikasi isi.

3. Faktor Pendukung dan Hambatan Internal maupun Eksternal dalam
Pengelolaan Isu-isu Negatif

Faktor pendukung terkuat adalah kepercayaan relasional antara pimpinan

dan tim yang menghasilkan otonomi operasional kondisi langka dalam konteks
birokrasi pemerintah yang umumnya hierarkis. Dukungan anggaran dan infra-
struktur yang relatif lebih lengkap dibanding kantor pertanahan lain juga mem-
perkuat kapasitas kerja tim. Kanal formal OCA dan SP4AN-LAPOR! menye-
diakan rekam jejak digital yang mendukung akuntabilitas dan evaluasi. Namun
hambatan terbesar bersifat struktural: keterbatasan SDM, ketiadaan SOP re-
spons tertulis, dan tidak adanya protokol koordinasi lintas unit yang terstandar-
isasi. Di sisi eksternal, stigma negatif terhadap BPN dan algoritma media sosial
yang mempercepat penyebaran konten negatif menambah kompleksitas yang

harus dihadapi. Kondisi ini fungsional dalam jangka pendek, tetapi rentan
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dalam jangka panjang apabila terjadi pergantian personel tanpa sistem yang

mendukung keberlanjutan praktik yang sudah berjalan.

B. Saran

1. Bagi Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
Disarankan untuk menyusun SOP pengelolaan isu dan mekanisme
koordinasi lintas unit secara lebih terstruktur, serta mendokumentasikan prak-
tik baik yang selama ini telah diterapkan dalam deteksi isu dan pengelolaan
media sosial. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan konsistensi,
mempercepat respons terhadap pengaduan masyarakat, serta menjaga keber-
lanjutan pengelolaan komunikasi meskipun terjadi pergantian personel. Saran
ini didasarkan pada temuan bahwa keberhasilan pengelolaan isu masih banyak
bergantung pada kompetensi individu, sementara SOP tertulis dan koordinasi
formal belum tersedia.
2. Bagi Penelitian Selanjutnya
Disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan
lebih dari satu kantor pertanahan atau menggunakan pendekatan mixed meth-
ods agar efektivitas strategi komunikasi dapat dianalisis secara lebih kompre-
hensif. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengkaji perspektif masyarakat
sebagai penerima layanan serta mengeksplorasi pemanfaatan kecerdasan bu-
atan (Al) dalam komunikasi pemerintah, sehingga diperoleh pemahaman yang

lebih menyeluruh mengenai pengelolaan isu di media sosial.
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